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Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka 

peneliti memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya: 

1. Pemerintah Desa Krejengan seharusnya lebih 

meningkatkan kegiatan musyawarah kepada 

masyarakat desa agar masyarakat dapat ikut serta 

dalam pelaksanaan pengelolaaan dana desa. 

Sehingga pengelolaan dana desa lebih transparan 

2. Pemerintah Desa Krejengan diharapkan dapat lebih 

meningkatkan pengawasan dalam pembangunan 

agar kepuasan masyarakat dapat tepat sasaran. Serta 

Pemerintah Desa Krejengan dalam melaksanakan 

program pembangunan infrastrukturnya lebih 

mengedepankan skala prioritas yang dibutuhkan 

masyarakat desa, Pemerintah Desa Krejengan 

diharapkan memilih perangkat desa yang 

berkualitas agar pengelolaan dana desa krejengan 

menjadi maksimal 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

Gambar 1.1 Wawancara Dengan Bapak Nurul Huda Selaku Kepala Desa 

Krejengan 
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PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

DI DESA KREJENGAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

Nama :  Nurul Huda S.H  M,HES 

Jabatan : Kepala Desa Krejengan  

Alamat : Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo 

Agama : Islam 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Menurut bapak ada tidak, tindakan yang berkaitan dengan kebijakan dalam 

implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana 

Desa? 

A. Apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

2. Adanya target yang harus dicapai tujuan dan sasaran 

A. Menurut Bapak bagaimanakah dengan perencanaan dan 

pengelolaan, pengawasan, serta pertanggung Jawaban Dalam 

mengelolaa dana desa ? 

B.  Apakah tujuan dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 
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C. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ? 

D. Apakah tujuan tersebut terlaksana dengan baik ? 

3. Adanya pengawasan terhadap pengelolaaan dana desa. 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah ada pengawasan dalam pengelolaaan 

Dana Desa ? 

B. Apakah pengawasan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

C. Apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengawasan? 

D. Apakah pengawasan terhadap pengelolaaan dana desa tersebut 

terlaksana dengan baik ? 

4. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam 

pengelolaaan dana desa? 

B. Dalam pengelolaaan dana desa apakah sudah sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014? 

C. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam 

pelaksanan pengelolaaan dana desa? 

D. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

tersebut terlaksana dengan baik ? 
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5. Adanya pertanggung jawaban dalm pengelolaan dana desa krejengan 

A. Apakah pertanggung jawaban dalam pengelolaaan dana desa telah 

sesuai apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apakah pertanggung jawaban penting dalam pengelolaan dana 

desa? 

C. Apakah ada kendala dalam pertanggung jawaban pengelolaaan dan 

desa? 

D. Apakah pertanggung jawaban sudah tersebut terlaksana dengan 

baik ? 
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PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

DI DESA KREJENGAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

Nama :  Ali Wafa 

Jabatan : Seketaris Desa Krejengan  

Alamat : Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo 

Agama : Islam 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Menurut bapak ada tidak, tindakan yang berkaitan dengan kebijakan 

dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa? 

A. Apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

? 

2. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam 

pengelolaaan dana desa? 
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B. Dalam pengelolaaan dana desa apakah sudah sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014? 

C. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam 

pelaksanan pengelolaaan dana desa? 

D. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

tersebut terlaksana dengan baik ? 

3. Adanya pertanggung jawaban dalm pengelolaan dana desa krejengan 

A. Apakah pertanggung jawaban dalam pengelolaaan dana desa telah 

sesuai apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apakah pertanggung jawaban penting dalam pengelolaan dana 

desa? 

C. Apakah ada kendala dalam pertanggung jawaban pengelolaaan dan 

desa? 

D. Apakah pertanggung jawaban sudah tersebut terlaksana dengan 

baik ? 
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PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

DI DESA KREJENGAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

Nama :  Hari Setyo Utomo 

Jabatan : Kepala Seksi Desa Krejengan  

Alamat : Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo 

Agama : Islam 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Menurut bapak ada tidak, tindakan yang berkaitan dengan kebijakan 

dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

Tentang Dana Desa? 

A. Apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apa saja kendala pemerintah dalam mengimplementasikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa 

? 

2. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam 

pengelolaaan dana desa? 
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B. Dalam pengelolaaan dana desa apakah sudah sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014? 

C. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam 

pelaksanan pengelolaaan dana desa? 

D. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

tersebut terlaksana dengan baik ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

DI DESA KREJENGAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

Nama :  Endik Setyawan 

Jabatan : Bendahara Desa Krejengan  

Alamat : Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo 

Agama : Islam 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Adanya pertanggung jawaban dalm pengelolaan dana desa krejengan 

A. Apakah pertanggung jawaban dalam pengelolaaan dana desa telah 

sesuai apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apakah pertanggung jawaban penting dalam pengelolaan dana 

desa? 

C. Apakah ada kendala dalam pertanggung jawaban pengelolaaan dan 

desa? 

D. Apakah pertanggung jawaban sudah tersebut terlaksana dengan 

baik ? 
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PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN2014 TENTANG DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

DI DESA KREJENGAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

Nama :  Agus Kurniawan 

Jabatan : Masyarakat Desa Krejengan  

Alamat : Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo 

Agama : Islam 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Adanya Kepuasan Masyarakat pengelolaan dana desa krejengan 

A. Apakah dalam pengelolaaan dana desa telah mencapai Kepuasan 

Masyarakat ? 

B. Apakah pengelolaan dana desa di desa krejangan transparan ? 

C. Apakah dalam proses pengelolaan dana desa harus transparan itu 

penting 

D. Apakah pemerintahan desa krejengan telah memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa krejengan? 
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PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN 

PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN2014 TENTANG DANA DESA YANG 

BERSUMBER DARI APBN TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA 

DI DESA KREJENGAN KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN 

PROBOLINGGO 

Nama :  Supriadi M,PD 

Jabatan : BPD Desa Krejengan  

Alamat : Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo 

Agama : Islam 

DAFTAR PERTANYAAN : 

1. Adanya prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah ada prosedur dan mekanisme dalam 

pengelolaaan dana desa? 

B. Dalam pengelolaaan dana desa apakah sudah sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014? 

C. Apakah ada kendala dalam prosedur dan mekanisme dalam 

pelaksanan pengelolaaan dana desa? 

D. Apakah prosedur dan mekanisme dalam pengelolaaan dana desa 

tersebut terlaksana dengan baik ? 
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2. Adanya pertanggung jawaban dalm pengelolaan dana desa krejengan 

A. Apakah pertanggung jawaban dalam pengelolaaan dana desa telah 

sesuai apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 Tentang Dana Desa ? 

B. Apakah pertanggung jawaban penting dalam pengelolaan dana 

desa? 

C. Apakah ada kendala dalam pertanggung jawaban pengelolaaan dan 

desa? 

D. Apakah pertanggung jawaban sudah tersebut terlaksana dengan 

baik ? 
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